KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

: bahwa dalan rangka menunjang pembangunan nasional di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-

nya,

: 1,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasiona!l;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1990 tentang Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1% [abn
1984 tentang Susunan Organisasi- Departemen cangar
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presider
Republik Indonasia Momor 76 Tahun 1996;

Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Xeb

dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1976,
Nomor 03/U/1976 dan  Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah OUepartemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Baslai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;
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+ Keputusan Mentcri Agama Nomor 15 Tahun 197? t:g::;:ﬁ
Susunan Organieisi dan Tata Kerja Madrasah Ib

Negeri:

' j hun 1978 tentang
10, Keputusan Mente ri Agama Nomor 16 Ta
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah

Negeriy:

w©

'1.Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tz??agg
Susunan Organisasi dan Tata Kerjg Madrasah iy

Negeri,

+ Persetujuan Mentersi Negara Pendayagunaar Aparatur Negara

dengan Surat Nomor - B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

D OKERUTUSAN MENTER] AGAMA REDUB(TK INDONESIA TENTANG PEMRI-

KAAN DAN PENEGERTAN MADRASAH,

© Memouke  dan meneqerikan madrasah sebagaimana tercantum

dalam lampiran 1 dan 17 Keptitusan iy ;

* hedudukan, tugas, fungs:, susunan organmisasi, dan tata

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Neger: diatur sesuni Fetentuar
Pasal 1 sampaj diigan Pasal 9 Keputusan Mentert  Agama
Nomor 15 Tahun 1978,

© Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organmisasi, dan tata

Kerja Madrasah Tsanawiyah Neger i diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 Sampai dengan Pasal g Keputusan Menter, Agama
Nomor 16 Tahun 1978,

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Aliyah Neger i diatur sesuai ketentuan Pasal

1 sampai dengan Pasal g Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978,

© Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi peiaksanaan

Keputusan inj diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

: Sejak berlakunya Keputusan inji jumlah Madrasah Ibtidaiyah

Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh 1ima) menjadi
1435 (seriby empat ratus tiga puluh Tima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seriby seratus empat pulun
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negersj bertambah dar i
457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi s54 (lima ratys
Tima puluh empat) madrasah.




- Reputusan 1nf mulai brorlaku pada tangga) ditetapkan.

Ditetapkan dh : Jakarta
Pada tanggal ¢ 17 Maret 1997
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